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         Pasar tradisional merupakan wadah bagi masyarakat sebagai pelaku utama 
pembangunan dalam bidang perdagangan sehingga perlu adanya penataan dan 
perawatan pasar tradisional. Penataan kawasan pasar tradisional dilakukan untuk 
menertibkan para pedagang pasar dan menciptakan pasar tradisional yang bersih, 
nyaman serta fasilitas yang memadai sehingga stigma buruk mengenai pasar 
tradisional lama-kelamaan akan menghilang.  
         Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui penataan kawasan pasar 
tradisional Banjaran       Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. (2) Untuk 
mengetahui faktor yang menghambat dalam penataan kawasan pasar 
tradisional Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 
Jenis penelitian adalah kepustakaan dan lapangan, pendekatan yang 
digunakan yaitu hukum normatif-empiris, teknik pengumpulan datanya 
melalui wawancara dan kepustakaan dan dianalisis dengan kualitaif. 
Hasil penelitian ini menunjukan Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2014 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern. Penataan Pasar Tradisional Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten 
Tegal belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 karena pasar 
tersebut belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kabupaten Tegal. Pasar 
Banjaran dikelola oleh PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa sejak tahun 1994, dan 
mulai tanggal 7 februari 2020 dilakukan serahterima dari PT. Karsa Bayu Bangun 
Perkasa kepada Pemerintah dan menjadi asset Pemerintah Kabupaten Tegal. 
Dalam melakukan penataan kawasan pasar tradisional Banjaran terdapat beberapa 
hambatan diantaranya pengelolaan pasar Banjaran masih di bawah PT. Karsa 
Bayu Bangun Perkasa, pedagang yang kurang tertib, tempatnya kurang memadai, 
dan kurang adanya pengawasan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
Pp).  
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 










         Traditional markets are a place for the community as the main actors in 
development in the trade sector so that the need for structuring and maintaining 
traditional markets. Structuring the traditional market area is carried out to bring 
order to market traders and create traditional markets that are clean, comfortable 
and adequate facilities so that the bad stigma about traditional markets will 
eventually disappear. 
The purpose of this research: (1) To find out the arrangement of the 
traditional market area  Banjaran Adiwerna district of Tegal district. (2) To 
find out the inhibiting factors in structuring the traditional market area of 
Banjaran Adiwerna sub-district, Tegal Regency. 
The type of research is the literature and the field, the approach used is 
normative-empirical law, data collection techniques through interviews and 
literature and analysis qualitatively. 
         The results of this study indicate articles 4 and 5 of regional regulation 
number 4 of 2014 concerning the arrangement of traditional markets, shopping 
centers and modern shops. The arrangement of the traditional markets of the 
Banjaran Adiwerna sub-district of Tegal Regency has not been in accordance with 
Regional Regulatin No. 4 of 2014 because the markets has not been fully 
managed by the Tegal Regency Government. The Banjaran market has been 
managed by PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa since 1994, and starting on February 
7, 2020 the handover of  PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa was handed over to the 
government and became an asset of the Tegal district government. In arranging 
the Banjaran traditional market area, there are several obstacles including the 
management of the Banjaran market which is still under PT. Karsa Bayu Bangun 
Perkasa, lack of orderly traders, inadequate place and lack of supervision from the 
civil service unit (Satpol PP). 
         Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the 
faculty of law at the University of Pancasakti Tegal. 
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“THERE IS ONLY ONE THING THAT MAKES A DREAM IMPOSSIBLE  
TO ACHIEVE: THE FEAR OF FAILURE”. 
(Hanya Ada Satu Pemikiran Yang Membuat Mimpi Tidak Mungkin Tercapai: 
Ketakutan Akan Kegagalan). 
- Paulo Coelho, The Alchemist 
 
“SUCCESS IS THE ABILITY TO GO FROM ONE FAILURE TO ANOTHER 
WITH NO LOSS OF ENTHUSIASM” 
(Kesuksesan Adalah Kemampuan Untuk Beranjak Dari Suatu Kegagalan Ke 
Kegagalan Yang Lain Tanpa Kehilangan Keinginan Untuk Berhasil) 
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Tabel 1. Jumlah Pedagang Penyewa Kios Dan Loos PT. Karsa Bayu Bangun 



























A. Latar Belakang 
Manusia, apabila ditinjau dari sisi sejarah, telah mengenal dan melakukan 
kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan 
kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal 
yang paling penting, karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut 
selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di 
suatu wilayah.
1
 Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern mendefinisikan Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah 
penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar 
tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 
Sementara itu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dimaksud dengan Pasar 
Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 
termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, 
dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 
                                                             
      
1
Iqbal Martin, “Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar 
Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)”, Jurnal 





masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan 
proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Berlangsungnya 
interaksi antara penjual dan pembeli di pasar ini menunjukan bahwa manusia 
adalah homo socius, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, disini dapat 
terlihat bahwa pasar bukan hanya institusi yang mengutamakan keuntungan, tetapi 
juga memiliki makna sosial.
2
 
Keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu 
indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. 
Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat 
oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar 
terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena 
banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern. Eksistensi 
pasar tradisional dan kebijakan pemerintah daerah berikut implementasinya dalam 




Mastarakat dengan gaya hidup modern kini lebih menyukai pasar-pasar 
dengan sistem pengelolaan yang tertata, bersih, nyaman, dan strategis. Berbelanja 
atau sekedar “nongkrong” di mall pun seolah bisa meningkatkan gengsi, 
khususnya bagi kaum remaja. Pertumbuhan pasar modern saat ini memang sangat 
pesat. Bukan hanya di kota, tapi sudah menjalar hingga ke pelosok-pelosok desa. 
Banyak terlihat minimarket yang buka 24 jam atau minimarket yang saling 
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Zahrul Basimah, “Penataan Kawasan Pasar Tradisional Kenanga-Anggrek”, Jurnal online 
mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, Volume 2, Nomor 2, September 2014, hlm. 155-
156. 
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bersisian maupun berseberangan. Di desa-desa pun keberadaan minimarket 
(bentuk terkecil dari pasar modern) tidak aneh lagi bagi masyarakat, mereka 




Meskipun saat ini pasar tradisional mulai mendapat tekanan dari 
pertumbuhan pasar modern, akan tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa 
keberadaan pasar tradisional telah ada sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu. 
Sebagian besar pasar tradisional yang ada di Indonesia merupakan saksi sejarah 
dan memiliki nilai cagar budaya. Pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat 
akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pasar tradisional. Meskipun 
selama ini pasar tradisional telah dapat bertahan selama bertahun– tahun, akan 
tetapi jika tidak ada perubahan kearah yang lebih baik maka pasar tradisional 
hanya akan menjadi sebuah sejarah dan akan berdampak kepada pedagang pasar 
tradisional yang akan kehilangan mata pencahariannya. Peran pasar tradisional 
sebagai pilar perekonomian nasional juga tidak akan mampu mendukung 
pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kondisi pasar tradisional sebagian besar 
kotor dan tidak nyaman untuk berbelanja akan tetapi tetap saja ramai di kunjungi 
oleh pembeli, hal ini merupakan sebuah peluang yang berhasil di manfaatkan oleh 
para investor untuk  membuat suatu konsep tempat belanja baru yang lebih baik 
dan nyaman. Seharusnya baik itu karena ada pasar modern yang lebih bersih dan 
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Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, 









Kehadiran pasar modern yang memberikan banyak kenyamanan membuat 
sebagian orang enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional. Berbagai alasan 
mungkin akan dilontarkan orang jika ditanya:” Mengapa tidak memilih pasar 
tradisional?.” Dari mulai kondisi pasar yang becek dan bau, malas tawar 
menawar, faktor keamanan (copet, dsb), risiko pengurangan timbangan pada 
barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Padahal pasar 
tradisional juga masih memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pasar 
modern. Di antaranya adalah masih adanya kontak sosial saat tawar menawar 
antara pedagang dan pembeli. Tidak seperti pasar modern yang memaksa 
konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok. Bagaimanapun juga pasar 
tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan. 
Di sana, masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya, dari mulai para 
pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan. Sudah banyak kios di pasar 
tradisional yang harus tutup karena sulit bersaing dengan pasar modern. 
6
 
Pasar adalah salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari 
kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk 
maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas 
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Rohmat Wahyudi, “Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kepuasan 
Pedagang”, Jurnal Pengembangan Wiraswasta, Volume 21, Nomor 01, April 2019, hlm. 39. 
      
6Hadi Sucipto, “Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam 
Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal IUS, 





maupun kualitas. Keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi 
bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan masyarakat perkotaan.
7
 
Menjamurnya jaringan pasar modern yang bergerak di bidang bisnis ritel, 
seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket, dikhawatirkan akan menjadi 
ancaman serius bagi keberadaan pasar tradisional. Kehadiran pasar modern, 
dengan sistem waralaba (franchise) yang sudah merambah hingga perkampungan, 
sangat berpotensi meminggirkan keberadaan pasar tradisional, bahkan tidak 
mustahil pada saatnya akan memusnahkan eksistensi pasar tradisional. Proses 
peminggiran dan pemusnahan terhadap pasar tradisional sesungguhnya telah 
berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan dengan sangat 
kompak oleh koalisi strategis antara pemilik modal dan oknum birokrasi. 
Sedikitnya ada dua modus operandi itu dalam melakukan upaya peminggiran dan 
pemusnahan terhadap pasar tradisional. Modus pertama, “pengambilalihan” 
secara paksa sejumlah pasar tradisional untuk digantikan dengan pasar modern, 
seperti hypermarket dan supermarket. Dalam pengambilan paksa tersebut, 
pedagang pasar tradisional tidak bisa berkutik sama sekali menghadapi tekanan 
dari pihak koalisi strategis, sehingga mereka harus rela terpinggirkan. Modus 
operandi kedua adalah “pengepungan” terhadap pasar tradisional dengan 
pendirian berbagai mall, supermarket, dan minimarket waralaba disekililing pasar 
tradisional. Akibat pengepungan tersebut, jumlah pengunjung pasar tradisional 
semakin menurun secara drastic, lantaran berpindah ke pasar modern.
8
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Maritfa Nika Andriani, Mohammad Mukti Ali, “Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota 
Surakarta”, Jurnal Teknik PWK, Volume 2, Nomor 2, 2013, hlm. 253. 
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Memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan pasar modern yang tak 
terbendung ini  bila dibiarkan terus berlangsung maka tidak mustahil keberadaan 
dan keberlangsungan peran pasar  tradisional sebagai salah satu sarana yang 
mewadahi kegiatan ekonomi  bagi pedagang dan masyarakat akan terpinggirkan 
dan tergusur. Jika peran pasar tradisional tersebut dibiarkan tergusur maka 
harapan terhadap peran pasar tradisional sebagai salah satu kekuatan ekonomi 
masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagai yang 
diamanatkan oleh UUD 1945 tidak terwujud, juga harapan terhadap peran pasar 
tradisional sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat yang turut 
menopang  pertumbuhan perekonomian nasional tidak tercapai. Pasar tradisional 
merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar 
terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup 
pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. 
Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional. 
Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari 
kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi 




Hubungan sosial yang terjadi di pasar adalah bangunan sosial yang lebih 
menitikberatkan pada aspek ekonomis dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan 
hidup masyarakatnya. Hubungan sosial ekonomis ini tidak bisa lepas dari 
tumbuhnya persaingan antara penjual yang satu dengan penjual yang lain baik 
                                                             
      
9
Ni Komang Devayanti Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era 





untuk barang yang sama maupun untuk barang yang berbeda, namun dalam 
koridor persaingan yang sehat, dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang 
berkualitas dan barang yang berkualitas kepada masyarakat pembelinya. Ini 
memberikan gambaran bahwa persaingan adalah media yang sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat guna tumbuhnya kepuasan pembeli, sehingga pasar harus mampu 
menampung para pedagang dalam jumlah yang banyak baik untuk penjual produk 
sejenis maupun yang berbeda jenis. Konsekuensi logis dari besarnya daya 
tampung para pedagang di pasar serta tingginya jumlah pengunjung, maka pasar 
sebagai infrastruktur harus memiliki tempat parkir yang luas serta harus 
memberikan jaminan keamanan, daya tarik, kenyamanan dan bebas dari polusi.    
Dari penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa pasar merupakan sebuah tempat 
untuk berkumpulnya orang-orang dalam hubungan sosial melalui bentuk 
penjualan dan pembelian barang, jasa dan tenaga kerja dengan menggunakan uang 
sebagai alat tukarnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya, 




Pasar tradisional berdiri di titik tengah suatu wilayah sehingga akan 
memudahkan masyarakat dari segala penjuru pada wilayah layanan pasar itu 
untuk datang. Sehingga suasana persaingan antara satu pasar tradisional dan pasar 
tradisional lainnya sangat minim.
11
 Pasar tradisional mempunyai keunggulan non 
ekonomi dari sudut pandang kepentingan ekonomi makro, yaitu penyediaan 
                                                             
      
10
Didin Syarifuddin, “Pasar Tradisional  Dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata  (Studi 
Tentang Pasar Pagi Monju Kota Bandung)”, Jurnal Manajemen Resort dan Leisure, Volume 15, 
Nomor 1, April 2018, hlm. 22.  
      





pilihan kesempatan usaha, penyediaan lapangan kerja, dan kontribusi output, 
meskipun pilihan-pilihan tersebut dapat berbenturan dengan kepentingan-
kepentingan pemda untuk meningkatkan perolehan PAD. Oleh karena itu, 
sungguh tidak mengherankan jika perlindungan terhadap peritel tradisional belum 
mendapat prioritas yang sangat penting jika dipandang dari kepentingan 
pembangunan regional. Keterlambatan pengembangan pasar tradisional yang jauh 
kalah cepat dibandingkan penetrasi pasar modern telah menjadi bukti bahwa 




Keberadaan pasar tradisional merupakan wadah bagi masyarakat sebagai 
pelaku utama pembangunan dalam bidang perdagangan dan memberi peluang 
usaha yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Kedudukan 
pasar tradisional tersebut mendapat pembinaan dan perlindungan dari pemerintah 
melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Adanya penamaan pasar; 
tradisional dan modern secara sadar menimbulkan jarak/jurang pemisah antar 
keduanya yang memiliki konsep nilai yang dibangun berbeda.
13
 
Fungsi dan peranan pasar tradisional dalam memperdagangkan bahan 
makanan di kota kecil atau daerah sangat besar. Banyak pemerintah kota dan 
kabupaten berusaha mempertahankan eksistensi pasar tradisional melalui upaya 
revitalisasi dan renovasi pasar. Penentuan harga di pasar tradisional sejalan 
dengan bekerjanya prinsip price taker di pasar persaingan sempurna. Semakin 
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banyak jumlah pedagang yang menjual barang sejenis maka harga yang 
ditawarkan semakin bersaing. Namun demikian terdapat beberapa kelemahan 
kegiatan perdagangan di pasar tradisional, yaitu lambatnya menyesuaian pada 
perubahan gaya hidup konsumen perkotaan, dimana sebagian pembeli wanita 
telah mengalami perubahan perilaku berupa ketidaksukaan melakukan kegiatan 
tawar menawar harga. Kondisi ini berbeda dengan kegiatan perdagangan di pasar 
modern. Konsep profesionalisme dan kualitas pelayanan adalah yang 
dikedepankan oleh manajemen bisnis ritel untuk menarik konsumen sebanyak-
banyaknya. Karena itu, desain tata bangunan sejak awal telah 
mempertimbangankan keterpaduan dan kenyamanan; dengan penyediaan lahan 
parkir, ruangan yang nyaman, kemudahan akses dengan transportasi umum, 
pemilahan jenis barang, dan pelayanan dari pramuniaga yang sangat memanjakan 
konsumen. Konsep tersebut berbeda bila kita bandingkan dengan manajemen 
pengelolaan pasar tradisional. Jujur harus diakui bahwa manajemen pasar 
tradisional tidak berorientasi pada pelayanan, tetapi lebih mengedepankan 
pendapatan. Karena itu, kondisi bangunan dan kenyamanan pembeli sering 
terabaikan. Itu bisa dibuktikan dengan kebersihan pasar yang kurang terjaga, 
kondisi bangunan yang perlu perbaikan serta penataan ruang pasar yang kurang 
representatif dan akomodatif. Maka, yang terjadi citra masyarakat terhadap pasar 
tradisional adalah identik dengan kondisi yang kumuh dan jorok.  Kondisi yang 
demikian tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan para pembeli. Belum lagi 
dengan pelayanan dari para pedagang; yang sering memanipulasi terhadap 





untuk berbelanja di pasar tradisional, daya tarik pasar tradisional dibanding pasar 
modern adalah harga yang lebih murah, harga bisa ditawar, lokasi biasanya dekat 
dengan tempat tinggal, banyak pilihan makanan dan produk segar serta 
menyediakan segala yang diperlukan konsumen.
14
 
Pendirian pasar tradisional Penentuan tata ruang wilayah yang 
memberikan lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha pada gilirannya akan 
memberikan potensi lebih besar untuk menarik investasi, namun demikian, tata 
ruang wilayah juga harus memperhatikan pula kondisi ekonomi, budaya maupun 
sosial masyarakat, pendirian pasar perlunya fasilitas, perlengkapan, dan staf yang 
diperlukan untuk melaksanakan rencana, Pengelompokan dan pembagian kerja 
menjadi struktur organisasi yang teratur. Menunjangnya penataan pasar tradisional 
diperlukan untuk melaksanakan rencana pola mengembangkan lokasi pasar 
tradisional yang sudah ada, melalui pertimbangan Jumlah penduduk, lokasi pasar, 
jumlah pedagang, luas pasar dan pengelola, sarana dan prasarana penunjang 
sangat diperlukan agar dapat berjalan dengan optimal.
15
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan 
di bahas adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penataan kawasan pasar tradisional berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 4 tahun 2014 di pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna kabupaten 
Tegal? 
2. Apa faktor yang menghambat dalam penataan kawasan pasar tradisional 
Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penataan kawasan pasar tradisional Banjaran Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam penataan kawasan pasar 
tradisional Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 
D. Manfaat Penelitian  
a. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan 
pemahaman dalam bidang ilmu hukum mengenai kebijakan penataan kawasan 
pasar tradisonal. 
b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pedoman bagi 
pemerintah dalam penataan kawasan pasar tradisional. 
E. Tinjauan Pustaka  
Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa literature, adapunbeberapa 
penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan 
untuk dijadikan sebagai bahan rujukan diantaranya:  
1. Penelitian pertama yang berhasil penulis temukan adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Ariswan Barmawi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 





Tradisional di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Pengelolaan Pasar (Studi di 
Pasar Tradisional Tugu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang 
Timur, Kota Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini pasar tradisional tugu 
berangsur-angsur ditinggalkan oleh para penjual dan pembeli. Pasar tradisional 
seringkali memberikan ketidak nyamanan kepada masyarakat yang melakukan 
kegiatan jual beli, padahal pasar tradisional sangat berguna bagi masyarakat luas, 
khususnya masyarakat kurang mampu. Sehingga peran Dinas Pengelolaan Pasar 
sangat dibutuhkan dalam permasalahan tersebut.
16
 
Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian di 
atas yaitu mengenai pasar tradisional namun penelitian di atas lebih memfokuskan 
pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar 
Lampung sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai  penataan 
kawasan pasar tradisional serta faktor yang menghambat  dalam penataan 
kawasan pasar tradisional. 
2. Penelitian skripsi sejenisnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Rizalul Bachtiar, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017). Dalam 
skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern 
Dengan Pasar Tradisional di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Hasil 
penelitian ini ialah Implementasi regulasi yang berkaitan dengan zonasi toko 
modern dengan pasar tradisional di Kota Semarang khususnya di Kecamatan 
Gunungpati tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang 
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ada. Peran Dinas terkait dalam hal ini adalah BPPT (Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu) yang memberikan izin mendirikan bangunan toko modern dan juga 
peran Dinas Pedagangan Kota Semarang yang salah satunya adalah tugasnya 
mengawasi keberadaan pasar modern. Namun dari peraturan tersebut dalam 
kenyataannya masih terdapat pasar modern yang berdiri kurang dari radius 500 
meter dari pasar tradisional menandakan bahwa masih ada toko modern yang 
belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17
 
         Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian di atas 
yaitu fokus penelitian berupa kebijakan dalam penataan pedagang.  
Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas memfokuskan mengenai regulasi 
yang berkaitan dengan zonasi toko modern dan pengawasan pendirian toko 
modern sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai penataan 
kawasan pasar tradisional serta faktor yang menghambat  dalam penataan 
kawasan pasar tradisional. 
3. Penelitian skripsi sejenisnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Rima Meka Virsa Liana, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Diponegoro, 2014). Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan pedagang Kaki Lima di Kota Semarang 
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Semarang)”. Hasil dari 
penelitian ini adalah mengenai implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang 
Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang 
dan Dinas Pasar Kota Semarang yang bertujuan mewujudkan kondisi PKL yang 
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tertib serta mewujudkan pertumbuhan PKL yang efisien dan produktif. Namun, 
kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan tersebut juga masih rendah. Perlu 
adanya penyadaran dan upaya sosialisasi program-program dan kebijakan turunan 
dari aparat Pemerintah kepada para PKL sehingga dapat terjalin komunikasi dua 
arah yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan kebijakan.
18
 
Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian diatas 
yaitu fokus penelitian berupa kebijakan dalam penataan pedagang. Sedangkan 
perbedaannya terdapat pada objeknya, penelitian di atas memfokuskan pada 
pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah 
pedagang pasar banjaran. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
            Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan memperoleh 
data-data yang ada di lapangan. Penelitian ini harus dilakukan langsung di 
lapangan untuk menemukan dam melakukan observasi, sehingga dapat 
menghayati langsung keadaan dilokasi penelitian dan dapat memberikan makna 
dalam konteks yang sebenarnya.
19
 Objek penelitian yang akan dilakukan penulis 
adalah Pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal. 
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          Selain itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan (Library research) 
yang bertujuan untuk membantu dalam mengumpulkan data-data guna 
melengkapi informasi. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan 
untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 
materi yang terdapat diruang perpustakaan seperti buku, dokumen dan referensi 
lainnya yang berkaitan dengan pasar tradisional.
20
 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan 
yang terjadi adalah Pendekatan normatif – empiris yaitu penggabungan antara 




3. Sumber Data 
A. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.
22
 Oleh 
karenanya data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dan belum ada 
sebelumnya, atau dapat dikatakan bahwa penelitilah orang yang pertama 
menemukan data primer tersebut. 
B. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:
23
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a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa 
undang-undang yakni: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 
Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan Dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.  
b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi 
kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian.  
c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yangberkaitan dengan 
penelitian ini diantaranya Internet, kamus Bahasa Indonesia. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Studi pustaka, yaitu mecari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis yang 
menunjang dan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan objek 
penelitian. 
b. Wawancara, yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 





kepada pihak-pihak terkait pengelola pasar, pedagang dan pembeli yang 
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam melakukan 
penataan kawasasan pasar tradisional. 




5. Metode Analisis Data 
           Semua data yang diperoleh dianalisis melalui analisis data kualitatif, yaitu 
dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data 
sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil analisis dipaparkan secara 




G. Sistematika Penulisan 
           Rencana sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab sebagai 
tahapan penulisan di dalam penelitian sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, dalam bab ini menguraikan tentang 
tinjauan umum tentang penataan, tinjauan umum tentang pasar, dan tinjauan 
khusus tentang pasar tradisional. 
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BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan jawaban dari 
rumusan masalah tentang bagaimana penataan kawasan pasar tradisional 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 di pasar Banjaran Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal dan faktor yang menghambat dalam penataan 
kawasan pasar tradisional Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 
BAB IV PENUTUP, bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian yang 
merupakan fokus bahasan mengenai penataan kawasan pasar tradisional, faktor 
















A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENATAAN 
1. Pengertian Penataan 
Penataan berasal dari kata tata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) Pengertian Penataan tata artinya proses, cara, perbuatan menata, 
pengaturan, penyusunan. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan dalam 
melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya.  
2. Prinsip Penataan Pasar Tradisional  
Prinsip perancangan pasar tradisional terbagi menjadi empat, yaitu:
26
 
1) Penataan letak retail  
Retail ialah ruang-ruang yang disewakan di pasar tradisional. Retail di 
pasar tradisional biasanya berbentuk kios dan los. Sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2008 tentang pedoman 
penyelenggaraan pasar sehat, penataan letak kios dan los harus dikelompokkan 
(zoning) sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya 
seperti: basah, kering, penjualan unggas hidup, pemotongan unggas dan lain-lain. 
Setiap kios dan los yang ditata berdasarkan zoning tersebut juga harus dilengkapi 
dengan papan identitas yaitu nomor dan nama pemilik yang mudah dilihat. 
2) Dimensi dan penggunaan material pada pasar tradisional 
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Hubungan antara lebar dan tinggi pasar sangat penting karena kedua unsur 
tersebut mempunyai pengaruh psikologis yang kuat terhadap pengunjung. 
Pengaturan panjang, lebar, dan tinggi pasar harus mempertimbangkan jarak 
pandang pengunjung agar terbentuk pasar yang nyaman. Terdapat beberapa 
elemen di pasar yang telah diatur dimensinya diantaranya yaitu:  
a. Koridor 
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 
tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat, koridor di setiap los 
harus memiliki lebar minimal 1,5 m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 519 tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat 
juga mengatur mengenai penggunaan material dinding dan lantai pada koridor. 
Material dinding pada koridor harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang. 
Lantai koridor harus memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak retak dan 
mudah dibersihkan.  
b. Lapak  
Lapak ialah meja tempat penjualan barang dagangan di pasar tradisional. 
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 tahun 
2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat, lapak terbagi menjadi tiga 
yaitu lapak pangan basah, lapak pangan kering serta lapak makanan siap saji. 
Kriteria penggunaan material pada lapak pangan basah ditetapkan harus memiliki 
permukaan yang terbuat dari bahan tahan karat namun bukan kayu. Permukaan 
lapak juga harus rata dengan kemiringan yang cukup sehingga tidak menimbulkan 





juga harus memiliki sekat pembatas dan mudah dibersihkan. Untuk lapak pangan 
kering dan makanan siap saji, ditetapkan permukaan lapak harus terbuat dari 
bahan yang tahan karat namun bukan kayu. Permukaan lapak juga harus rata dan 
mudah dibersihkan. Mengenai dimensi, setiap jenis lapak harus memiliki tinggi 
minimal 88.9 cm dari lantai.  
3) Pencahayaan  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
519 tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat, intensitas 
pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan pekerjaan pengelolaan 
dan pembersihan barang dagangan seperti bahan makanan secara efektif. 
Intensitas pencahayaan harus cukup terang agar dapat melihat barang dagangan 
dengan jelas minimal 100 lux.  
4) Elemen-elemen arsitektural di pasar tradisional  
Elemen-elemen arsitektural yang dapat ditempatkan di pasar ialah bangku, 
arena bermain, kios, kotak telepon, tempat sampah, penunjuk arah, jam, dsb. 
Elemen-elemen ini berfungsi untuk menambah kenyamanan pengguna pasar.  
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR 
1. Pengertian Pasar 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-
Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,  
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern mendefinisikan Pasar adalah area tempat 





pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan 
maupun sebutan lainnya. 
2. Fungsi Pasar 
Pasar menjadi sarana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk 
melakukan  transaksi pemenuhan barang yang dikehendaki. Kedudukan pasar 
sebagai salah satu bentuk fasilitas umum (publik) yang dikuasai oleh pemerintah 
daerah digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan daerah. 
Sebagai fasilitas publik diharapkan dapat memberikan pelayanan prima bagi para 
konsumen. Untuk mempermudah pamahaman pasar sebagai sebuah bentuk 
pelayanan prima, dapat dilakukan dengan menempatkan pelayanan sebagai sebuah 




3. Jenis-Jenis Pasar 
Pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yaitu:   
a. Menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:  
1) Pasar Eceran, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang 
secara eceran. 
2) Pasar Grosir, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaan dalam 
jumlah besar.  
3) Pasar Induk, pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat 
pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke 
grosir-grosir dan pusat pembelian. 
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b. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi 
lima jenis: 
1) Pasar Regional, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, 
bangunan permanen dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh 
wilayah kota bahkan sampai ke luar kota, serta barang yang diperjualbelikan 
lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. 
2) Pasar Kota, yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis dan luas, bangunan 
permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan seluruh wilayah kota, serta 
barang yang di perjual belikan lengkap. Melayani 200.000-220.000 penduduk. 
Yang termasuk pasar ini adalah pasar induk dan pasar grosir. 
3) Pasar wilayah (distrik), yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis 
dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan 
meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang di perjual belikan cukup 
lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah 
pasar eceran. 
4) Pasar lingkungan, yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan 
permanen/ semi permanen, dan mempunyai pelayanan meliputi pemukiman 
saja, serta barang yang di perjual belikan kurang lengkap. Melayani 10.000-
15.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran. 
5) Pasar khusus, yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan 
permanen/ semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi 
wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam 





c. Menurut Waktu Kegiatannya, pasar digolongkan menjadi empat jenis: 
1) Pasar siang hari yang beropersi dari pukul 04.00-16.00. 
2) Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00. 
3) Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam non stop. 
4) Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat 
umum tertentu atas penetapan kepala daerah dan diadakan pada saat 
peringatan hari-hari tertentu. Seperti: pasar murah Idulfitri, pasar Maulud. 
d. Menurut status kepemilikannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis: 
1) Pasar Pemerintah, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah 
pusat maupun daerah. 
2) Pasar Swasta, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang 
diijinkan oleh pemerintah daerah. 
3) Pasar Liar, yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintahan daerah, yang 
kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada yang 
letak pasar tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan/ ketua RW. 
4. Fungsi Dinas Pasar 
Fungsi Dinas Pasar yaitu: 
1) merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan di bidang 
pengelolaan pasar;  
2) melaksanakan pembinaan pedagang pasar;  






4) melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional pengembangan 
fasilitas pasar dan pemungutan pendapatan; 
5) melaksanakan ketatausahaan dinas.28 
C. TINJAUAN KHUSUS TENTANG PASAR TRADISIONAL 
1. Pengertian Pasar Tradisional 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 
mendefinikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 
Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha 
berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, 
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal 
kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.  
2. Ciri-Ciri Pasar Tradisional 
Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut:  
1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 
2) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar 
ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat 
menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.  
3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun 
semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual 
barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan 
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sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah 
, bumbu dan daging. 
4) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang 
dagangan yang dijual di pasar tradisonal ini adalah hasil bumi yang dihasilkan 
oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil 
bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak 
sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara. 
Pasar tradisional merupakan sektor perdagangan yang memiliki ciri khas 
tersendiri yaitu adanya pola interaksi antara penjual dan pembeli saat tawar 
menawar barang dagangan, tidak hanya sebagai tempat aktivitas penjual dan 
pembeli malainkan juga sebagai tempat berkumpulnya berbagai suku dan agama. 
Dalam perkembangannya pasar tradisional juga sebagai media wisata belanja, 
edukasi, serta meningkatkan pendapatan pedagang mikro atau terhadap pihak 
penggerak ekonomi kerakyatan ( Barsamian, dkk, 2008).
29
 
3. Fungsi Pasar Tradisional 
Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting. Bagi 
konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa 
kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk 
mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum pasar 
mempunyai tiga fungsi utama yaitu: 
1) Pasar sebagai Sarana Distribusi 
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Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran 
barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen 
dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik 
jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan 
lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi 
seringkali macet. 
2) Pasar sebagai Pembentuk Harga 
Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar 
tersebut penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli 
yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang 
atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. 
Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar berfungsi 
pembentuk harga. Harga yang telah menjadi kesepakatan tersebut, tentunya telah 
diperhitungkan oleh penjual dan pemebli. Penjual tentu telah  memperhitungkan 
laba yang telah diinginkannya, sedangkan pemebeli telah memperhitungkan 
manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangannya. 
3) Pasar sebagai Sarana Promosi 
Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat 
memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang/jasa tentang manfaat, 
keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik 
minat pemebeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Promosi dapat 





brosur, pameran, dan sebagainya. Banyaknya cara promosi yang dilakukan oleh 
produsen, membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan 
dibeli. Biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan 
kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen. 
4. Komponen Pasar Tradisional 
Pelaku Kegiatan: 
a. Pedagang 
Pedagang pasar adalah pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan 
menjual atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar sebagai 
tempat kegiatanya.  
Pedagang tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:  
a)  Pedagang ruko, adalah pedagang yang menempati bangunan yang terdiri dari 
toko/gudang yang bersifat permanen. Biasanya pedagang yang berada di 
ruko/toko ini menjual berbagai macam peralatan rumah tangga, seperti meubel.   
b)  Pedagang kios, adalah pedagang yang menempati bangunan yang didirikan 
oleh pemda dengan ukuran yang tidak begitu luas dan tidak dibangun tingkat. 
Contoh kios yang ada di pasar ini adalah kios pakaian dan pecah belah.  
c)  Pedagang Los, adalah pedagang yang menempati bangunan yang didirikan 
oleh pemda dengan ukuran yang tidak begitu luas dan memiliki ciri bangunan 
yang pintunya dibuat sendiri dari kayu. Contoh pedagang los di pasar ini adalah 
pedagang pisang, pedagang bumbu dapur, pedagang sayuran.  
d)  Pedagang Lemprakan, adalah pedagang yang berada di emperan-emperan 





Pedagang lemprakan biasanya hanya menggelar tikar atau terpal untuk menata 
dagangannya, biasanya yang berdagang dengan cara lemprakan ini menjual 
seperti pedagang lainnya. antara lain cabai, bumbu-bumbu dapur, dan sayuran.   
e)  Pedagang Kaki Lima (PKL), adalah pedagang yang berada diluar pasar untuk 
berjualan, dengan membawa gerobak yang berisi barang dagangannya.  Pedagang 
dipasar ini biasanya berjualan bubur, gorengan, lontong sayur.
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b. Pembeli  
Pembeli atau konsumen pasar adalah semua golongan yang datang dengan 
tujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dengan harga murah 
dan dengan pelayanan langsung. 
Penunjang Penunjang pasar yaitu:  
- Pemerintah, sebagai pemberi izin berdirinya dan beroperasinya pasar. 
- Swasta, pedagang penyewa tempat, pekaksana pembangunan pasar  
- Pengelola melaksanakan pembangunan, pengelola pemasaran tempat, 
pengelola kebersihan, pengelola distribusi barang dan stabilitas harga  
- Bank memperlancar kegiatan ekonomi 
5. Syarat-syarat Pasar Tradisional  
Syarat-syarat Pasar Tradisional Menurut Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah: 
a. Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, dalam 
kenyataanya ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas, 
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b. Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi 
lingkungannya,  
c. Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan 
pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana dan  
d. Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahinya.   
Dalam Perpres tersebut juga dibahas tentang penataan pasar tradisional yang 
menjelaskan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang 
Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Dalam ketentuan Pasar 
Tradisional salah satunya adalah wajib menyediakan fasilitas yang menjamin 
Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman.
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6. Fasilitas Pasar Tradisional 
Fasilitas Fisik Pasar Tradisional: 
Perbaikan kondisi fisik yang bersih dan nyaman serta manajemen pengelolaan 
yang baik dan profesional dengan SDM pengelola pasar yang berkualitas dan 
profesional diharapkan mampu meningkatkan daya saing pasar tradisional, 
meningkatkan kunjungan konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional. Tentu 




a. Elemen utama Salah satu elemen utama yang terdapat pada pasar yaitu ruang 
terbuka. Area ini biasanya digunakan sebagai tempat los-los pedagang non 
permanen atau area parkir liar yang mulai marak muncul  pada saat ini. Elemen 
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utama yang lainnya yaitu ruang tertutup. Ruang tertutup yang dimaksud adalah 
ruangan yang tertutup atap namun tidak tertutup sepenuhnya oleh dinding atau 
penyekat ruangan lainnya. Contohnya seperti toko, kios, los, dasaran, kamar 
mandi, dan gudang. 
b. Elemen penunjang Contoh elemen-elemen penunjang pada pasar tradsional 
yaitu area bongkar muat barang dagangan, dan pos penjaga.  
c. Elemen pendukung Beberpa elemen pendukung yang ada di pasar adalah pusat 
pelayanan kesehatan, penitipan anak, pelayanan jasa, kantor pengelola pasar, 
koperasi pasar, tempat ibadah seperti mushola atau masjid.  
d. Pencapaian 
e. Jaringan angkutan manusia dan barang 
f. Jaringan utilitas Jaringan utilitas yang dimaksud adalah saluran listrik, air 
bersih, hydrant, komunikasi, dan sampah. Selain itu terdapat saluransaluran air 
kotor dan limbah yang memenuhi kebutuhan pasar.  
g. Area parkir 
Belum optimalnya permasalahan parkir sangat penting untuk dikaji lebih 
mendalam, karena hampir semua aktivitas kegiatan diruang terbuka memerlukan 
sarana tempat parkir, permasalahan parkir sangat penting, karena hampir semua 
aktivitas kegiatan diruang terbuka memerlukan sarana tempat parkir. Ruang parkir 
yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai, baik kaitannya dengan jarak 
tempat parkir dengan bangunan harus ditata dengan baik. Salah satu diantaranya 
adalah belum optimalnya penyediaan areal parker dan akan berakibat kesulitan 





terlalu jauh, bila jarak antara tempat parkir dengan pusat kegiatan cukup jauh, 
maka diperlukan sirkulasi yang jelas dan terarah menuju area parkir, semakin 
besar pula kebutuhan ruang parkir, bila tidak cukup kendaraan tersebut akan 




h. Fasilitas sosial  
Fasilitas sosial seringkali terlupakan pada pasar tradisional saat ini. Salah satu 
contoh sederhana fasilitas sosial yang dapat diaplikasikan pada pasar tradisional 
yaitu teras yang dapat digunakan sebagai interaksi sosial. Selain itu, pemberian 
vegetasi yang dapat dijadikan tempat berteduh dan menjalin interaksi sosial.    
Fasilitas Non Fisik Pasar: 
Selain fasilitas fisik yang terdapat pada pasar tradisional, ada pula fasilitas non-
fisik yang terdapat pada pasar tradisional seperti pengelolaan pasar, pelayanan dan 
pengawasan kesehatan dan  kelengkapan komoditi yang tersedia dalam pasar. 
7. Tujuan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional 
Pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional ini bertujuan untuk: 
a. Menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja di bidang 
perdagangan 
b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 
c. Memanfaatkan sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan 
masyarakat  
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d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan 
memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah 
e. Mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya 
sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
34
 
Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik (menciptakan situsi yang kondusif) 
yang dilakukan oleh dinas dengan tugas:  
a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
pengelolaan dan perlindungan pasar  
b. Melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, 
pengelolaan dan perlindungan pasar  
c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar  
d. Melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar  
e. Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar  
f. Melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar  
g. Melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar  
h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar 




8. Kegiatan Dalam Pasar Tradisional 
Kegiatan Dalam Pasar Tradisional meliputi: 
1. Kegiatan Umum Dalam Pasar Tradisional 
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Kegiatan perdagangan di pasar pada garis besarnya meliputi: 
1) Kegiatan penyaluran materi perdagangan 
a. Sirkulasi, transportasi, dan dropping barang. 
b. Distribusi barang dagangan ke setiap unit penjualan di dalam pasar.  
2) Kegiatan pelayanan jual-beli, meliputi: 
a. Kegiatan jual-beli antara pedagang dengan konsumen.   
b. Kegiatan penyimpanan barang dagangan  
c. Kegiatan pergerakan dan perpindahan penghujung : 
- Dari luar lingkungan ke dalam bangunan pasar  
- Dari unit penjualan ke unit penjualan (dari jalur lintasan jual-beli) 
3) Kegiatan transportasi pencapaian dari dan ke lokasi bangunan pasar 
4) Kegiatan pelayanan atau servis atau penunjang: 
a. Pelayanan bank  
b. Pelayanan pembersihan  
c. Pelayanan pemeliharaan 
2. Kegiatan Utama Dalam Pasar Tradisional 
a. Jenis Kegiatan Pasar Unsur-unsur kegiatan yang menujang pelayanan jual beli 
adalah:  
1. Distribusi barang  
2. Penyimpanan barang dagangan  
3. Penyajian barang dagangan  
4. Kegiatan jual beli  





1. Bersifat dinamis dan luwes ( kegiatan tawar menawar tanpa ikatan harga yang 
baku) 
2. Terbuka (konsumen dapat langsung melihat dan memilih barang dagangannya, 
penjual menawarkan dagangannya kepada semua yang lewat. 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penataan Kawasan Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2014 di Pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten 
Tegal 
Penataan kawasan pasar tradisional merupakan upaya yang dilakukan 
untuk menertibkan para pedagang pasar. Tujuan dari penataan kawasan pasar 
tradisional ini adalah untuk menciptakan keindahan pasar agar terlihat rapih sesuai 
dengan peraturan daerah. Masyarakat saat ini menginginkan pasar tradisional 
yang rapih, nyaman, dan fasilitas yang memadai sehingga perlu dilakukan 
penataan yang lebih baik, sehingga stigma buruk mengenai pasar tradisional lama-
kelamaan akan menghilang. 
 Penataan Pasar Tradisional terdapat dalam Peraturan daerah nomor 4 
tahun 2014 pasal 4 dan 5.  
Pasal 4 
(1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang 
wilayah kabupaten dan rencana detail tata ruang kabupaten, termasuk 
peraturan zonasinya. 
(2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, 





b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah 
kendaraan roda empat untuk setiap 100 m
2 
(seratus meter persegi) luas lantai 
penjualan pasar tradisional    
c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat 
(hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan 
d. Bangunan toko/kios/loos dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu. 
(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan 
pihak lain. 
Pasal 5  
Sistem penataan pedagang pasar tradisional, dikelompokkan berdasarkan jenis dan 
sifat barang dagangannya. 
Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan diatur dalam Pasal 11 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 tahun 2014: 
(1) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan: 
a. Hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteria tau kolektor; dan 
b. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam 
kota/perkotaan 
(2) Minimarket, Supermarket dan Department Store: 
a. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan 
b. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah. 






(4) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan. 
(5) Penetapan wilayah kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan analisis 
kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
Pasar Banjaran berada di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna 
Kabupaten Tegal berdiri pada tahun 1995 dengan luas lahan 17.380 m2, buka 
setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu (setiap hari) dengan Omzet per 
tahunnya bisa mencapai Rp. 59.940.000.000,00.
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Pada tanggal 4 Juli 1994, dilakukan Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi 
Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan/Pemugaran Pasar Banjaran dengan 
Surat Perjanjian Nomor 573/03200 dan Addendum Perjanjian Kerjasama Kontrak 
Nomor 573/05123 Tanggal 9 Oktober 1995 antara Pemerintah Kabupaten Tegal 
dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa. 
Isi Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka 
Pembangunan/Pemugaran Pasar Banjaran Nomor 573/03200 dan Nomor 
076/KBBP/VII/1994 tanggal 4 juli 1994 antara Bupati Tegal sebagai PIHAK 
KESATU dengan Direktur Utama PT Karsa Bayu Bangun Perkasa sebagai 
PIHAK KEDUA. 
1) Pasal 9 ayat (2)  
PIHAK KEDUA diberi Hak Guna Bangunan (HGB) selama 25 tahun di atas 
Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal atas 
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bangunan kios, loos, pertokoan dan bioskop terhitung sejak dikeluarkannya 
keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut. 
2) Pasal 12 
PIHAK KEDUA  atau Pemegang Hak diwajibkan mengasuransikan seluruh 
bangunan kios, loos, pertokoan dan bioskop yang terdapat dalam komplek 
Pasar Banjaran selama masa pemasaran 5 tahun sisanya ditanggung oleh 
Pemilik Kios. 
3) Pasal 13  
Ayat (1) Selama berlakunya Perjanjian ini apabila terjadi hal-hal di luar 
kekuasaan (force majeure) yang mengakibatkan bahwa tanah dan bangunan 
tersebut tidak dapat dipergunakan maka kedua belah pihak mengadakan 
musyawarah untuk menyelesaikan akibat-akibat fouce majeure tersebut. 
Ayat (2) dalam hal terjadi kebakaran pada waktu PIHAK KEDUA belum 
mengasuransikan sebagaimana dimaksud Pasal 12 di atas, maka seluruh biaya 
perbaikan kembali menjad beban PIHAK KEDUA sepenuhnya dan tidak 
dimasukkan dalam biaya konstruksi. 
Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam 
Rangka Pembangunan Penyempurnaan Pasar Banjaran tanggal 9 Oktober 1995 
Nomor 573/05123 dan 082/KBBP/X/1995. Daftar Aset terbangun dan distribusi 






PT.Karsa Bayu Bangun Perkasa diberi Hak Guna Bangunan (HGB) 
selama 25 (dua puluh lima) tahun di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) 
Pemerintah Kabupaten Tegal untuk:  
a. Kios pasar sejumlah 246 unit seluas 5.595 m2; 
b. Loos pasar ukuran 2x2 m2 sejumlah 672 petak seluas 2.688 m2; 
c. Studio film di lantai atas seluas 972 m2; 
d. Pusat perbelanjaan (swalayan) seluas 2.175 m2. 
Hak Guna Bangunan (HGB) kios, loos, studio film dan pusat perbelanjaan 
tersebut di atas akan berakhir pada tanggal 7 Februari 2020. Meskipun demikian, 
Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 
berhak menarik Pendapatan Daerah berupa pajak dan/atau retribusi dan/atau 
pungutan sah lainnya sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku. 
Tabel 1 
Berikut tabel jumlah pedagang penyewa kios dan loos PT. Karsa Bayu 
Bangun Perkasa pada pasar Banjaran: 
Lokasi Kios 
(Blok) 
Jumlah Pedagang Luas 
Bangunan 
Jenis Dagangan 
A 44 1,225.00 m
2 
- Pakaian jadi 
- Jam 
- Emas 
- Onderdil Mobil 







B 30 794.50 m
2 
- Warung Makan 
- Bakso 
- Sepatu 




C 30 415.63 m
2 
- Jajan 
- Warung Makan 
- Pakaian Jadi 
- Tukang Cukur 
- 9 Bahan Pokok 
D 31 724.00 m
2 
- Jam/Kacamata 





- Mesin Jahit 
- Tukang Cukur 
- Buku 
- Warung Makan 
- Cepon 
- 9 Bahan Pokok 
E 16 930.75 m
2 
- Garabah 







- Pakaian Jadi 
- Emas 
- Pertokoan 
F 22 1,025.50 m
2 
- Elektro 
- Bank Danamon 
- Foto 
- Warung Makan 















Jumlah Pedagang Luas 
Bangunan 
Jenis Dagangan 





B I 7 48.00 m
2 
- Pisang 
- Buah  
- Sembako 






































- Warung Makan 
- Telor 
- Jamu 


















- Hasil Bumi 









- Warung Makan 
- Masakan 
A III 18 88.00 m
2 
- Cepon 




- Tepung  
- Krupuk 





































A IV 12 48.00 m
2 
- Jarit 
F IV 11 48.00 m
2 
- Jarit 






























F V 21 88.00 m
2 
- Jajanan 






A VI 4 88.00 m
2 
- Gesek 





C VI 3 88.00 m
2 
- Tahu 



















 Jumlah Luas Loos 2,688.00 m
2 
 
Sumber: Daftar Penyewa Kios Dan Loos PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa, mulai tahun 2001. 
 
Penataan Pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal belum 
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 tahun 2014 tentang 
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, karena pasar 
tersebut belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kabupaten Tegal. Pada 
tanggal 4 juni 1994 pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal 
dikelola oleh PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa selama 25 tahun, pengelolaan 
tersebut sesuai dengan surat perjanjian kerjasama kontrak bagi tempat usaha 
dalam rangka pembangunan/ pemugaran pasar Banjaran dengan Bupati Tegal, dan 
mulai tanggal 7 februari 2020 penataan pasar Banjaran diserahkan ke Pemerintah 
Kabupaten Tegal. 
Penataan para pedagang di pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna 
Kabupaten Tegal masih belum dapat dikatakan baik, karena masih banyak 
pedagang yang berjualan di luar pasar seperti area parkir bahkan sampai dipinggir 
jalan, dan itu sangat berbahaya karena bisa saja para pedagang atau barang 
dagangannya tersebut tertabrak oleh kendaraan. Dengan banyaknya para pedagang 
yang berjualan dipinggir jalan, membuat jalanan semakin macet dan terlihat tidak 





seharusnya para pedagang tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis 
dagangannya agar mempermudah pembeli untuk mencari barang/kebutuhan yang 
diinginkan. Setelah dilakukan serahterima dari PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa 
kepada Pemerintah dan menjadi asset Pemerintah Kabupaten Tegal maka langkah 
yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan penataan dengan pertama-
tama melakukan rehabilitasi bangunan-bangunan fisik pasar banjaran agar 
menjadi layak dan representatif bagi pedagang. Jika tempat di dalam pasar itu 
sudah baik/layak maka para pedagang tidak dapat beralasan untuk tidak 
menempati loos nya masing-masing, yang semula di luar jadi masuk ke dalam 
pasar semua. Setelah para pedagang sudah berada di dalam pasar semua maka 
langkah selanjutnya yaitu menata zonasi nya sesuai dengan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Pasar Nomor 8152 tahun 2015.
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Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 
7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat, Skema Sertifikasi Pasar 
Rakyat digunakan sebagai acuan untuk sertifikasi terhadap hasil dari kegiatan/jasa 
yang dilakukan oleh organisasi pengelola pasar dalam menyediakan tempat 
pertemuan antara pebeli dan penjual untuk melakukan jual beli dengan proses 
tawar menawar di lokasi tetap yang terdiri dari sejumlah toko, kios, los dan bentuk 
lainnya dengan pengelolaan tertentu. Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar 
Rakyat disusun untuk mempermudah para pelaku pasar dalam melakukan 
pengelolaan serta pembangunan pasar secara profesional. Penerapan SNI Pasar 
Rakyat sangat menguntungkan bagi para pedagang dan juga pembeli karena 
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dalam SNI Pasar Rakyat ini menekankan faktor kebersihan, kesehatan, keamanan, 
dan juga kenyamanan.  
Fasilitas di pasar banjaran seperti toilet, tempat ibadah, areal parkir dan 
tempat pembuangan sampah semuanya tersedia, namun masih kurang layak 
karena pasar dapat dikatakan layak ketika pasar tersebut sudah bersertifikat SNI 
sedangkan pasar Banjaran itu sendiri belum bersertifikat SNI sehingga belum 
dapat dikatakan sebagai pasar yang layak. Maka perlu adanya penataan yang lebih 
baik lagi mengenai fasilitasnya, jika fasilitasnya sudah memadai, dan dapat 
dikatakan layak maka para pedagang maupun pembeli akan merasa nyaman untuk 
berbelanja di pasar banjaran. 















B. Faktor yang Menghambat dalam Penataan Kawasan Pasar Tradisional 
Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal 
Dalam melakukan penataan kawasan pasar tradisional pasti terdapat 
kendala atau penghambat, faktor penghambat dalam penataan kawasan pasar 
tradisional adalah sebagai berikut:
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1. Saat ini pengelolaan pasar Banjaran masih di bawah PT. Karsa Bayu Bangun 
Perkasa. Jadi selama ini kendala untuk memperbaiki pasar itu sulit karena 
masih menjadi tanggung jawab PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa. Dalam 
melakukan penataan pun belum bisa menggunakan dana APBD dikarenakan 
masih dikelola oleh PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa, diserahterimakan pada 
Pemerintah Kabupaten Tegal pada tanggal 7 februari 2020, setelah tanggal 
tersebut  baru bisa melakukan penataan dengan menggunakan dana APBD. 
2. Pedagang yang kurang tertib dalam hal menempati loos-loos nya, karena 
karakter dari pedagang itu sendiri juga yang sulit untuk diatur. 
3. Semakin meningkatnya minat pedagang namun tempatnya kurang memadai, 
sehingga para pedagang nekat untuk berjualan di pinggir jalan. Dengan adanya 
para pedagang yang berjualan di pinggir jalan mengakibatkan pedagang yang 
sudah ditertibkan di dalam pasar mulai ikut-ikutan berjualan di pinggir jalan 
dikarenakan berjualan dipinggir jalan lebih ramai atau lebih laris dibandingkan 
berjualan di dalam pasar. 
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4. Kurang adanya pengawasan dari pihak satuan polisi pamong praja (satpol pp) 
dan kurang ketatnya peraturan daerah kabupaten tegal nomor 7 tahun 2011 
tentang ketertiban umum. 
Ketentuan Perizinan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 
Pasal 17 
(1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha 
perdagangan dari Bupati. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 
Pasal 18 
(1) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari: 
a. Izin Usaha pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional. 
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat 
perdagangan; 
c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, 
departement store, hypermarket. 
(2) IUTM untuk Minimarket diperuntukkan bagi pelaku UMKM setempat dana 






(3) Dalam hal tidak ada pelaku UMKM setempat yang berminat, IUTM 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pengelola 
jaringan minimarket untuk dikelola sendiri. 
Pasal 19 
Tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
Dalam menempati tempat jualan para pedagang harus mempunyai izin 
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perauran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 
Tahun 2014 
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perdagangan 
pada pasar tradisional yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 
wajib memiliki izin menempati tempat jualan dari Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk. 
(2) Izin menempati tempat jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. Izin Menempati Kios (SIMK) 
b. Izin Menempati Kios Dalam Los (SIMKL) 
c. Izin Menempati Tempat Jualan (SITJ). 
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun. 
Pasal 21 
(1) Izin menempati tempat jualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak 






(2) Tempat jualan dilarang dipergunakan untuk keperluan diluar izin yang telah 
diberikan. 
Para pedagang di Pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal 
belum memiliki surat izin dikarenakan sampai saat ini Pasar Banjaran masih 
dikelola oleh PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa, saat ini hanya dilakukan pendataan 
para pedagang.  
Hak, Kewajiban dan Larangan Para Pedagang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014. Setiap pengelola usaha 
perdagangan, baik jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
berhak (Pasal 29) :  
a. Mendapat pelayanan yang sama dari pemerintah Kabupaten Tegal; dan 
b. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
Setiap pedagang dilingkungan dalam pasar dan dilingkungan luar pasar wajib 
(Pasal 31) : 
a. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan; 
b. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan; 
c. Memperdagangkan barang sesuai izin yang diberikan serta sesuai Zonasi yang 
ditetapkan; 
d. Mematuhi segala ketentuan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang 
berlaku. 
Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau toko 





a. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dana tau melakukan 
monopoli usaha; 
b. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan 
lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh 
peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus; 
c. Melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan 
penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme 
perdagangan door to door; 
d.   Menjual barang yang sudah kadaluwarsa; 
e. Memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara 
halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label; 
f. Memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tataniaganya; 
g. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari 
Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan 
menengah; 
h. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; 
i. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tebaga kerja asing tanpa izin sesuai 

















































































































































































Nama Badan Publik: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal 
Berdasarkan kewenangan, tugas pokok jabatan struktural pada Dinas Perdagangan 
Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas 
Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perdagangan, 
pengelolaan pasar, koperasi dan UMKM. 
2. Sekretaris Dinas 
Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengordinasian 
penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, 
kepegawaian dan umum, dan pengordinasian penyelenggaraan tugas Dinas. 
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 
Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok 
membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa pengolahan dan 
penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan 
penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 
Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 
membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan. 





Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, 
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. 
6. Kepala Bidang Perdagangan 
Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan 
perdagangan.  
7. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar 
Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakna pengelolaan 
perizinan pedagang pasar, pemberdayaan pedagang pasar, dan penataan pasar. 
8. Kepala Bidang Koperasi 
Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, 
pemberdayaan, dan pengawasan koperasi. 
9. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan 
UMKM, pengembangan usaha mikro dan sector informal, serta pembinaan dan 
penataan kelembagaan UMKM. 
10. Kepala UPTD Metrologi Legal 
Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan UPTD 
Metrologi Legal. 
11. Kepala UPTD Pasar Wilayah 
Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan umum 






12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD 
Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan bahan 





















Manusia telah melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban 
sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar 
merupakan salah satu hal yang paling penting, karena merupakan tempat untuk 
melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata 
kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Kondisi pasar tradisional sebagian 
besar kotor dan tidak nyaman untuk berbelanja sehingga perlu dilakukan 
penataan. Penataan kawasan pasar tradisional merupakan upaya yang dilakukan 
untuk menertibkan para pedagang pasar serta menciptakan keindahan pasar agar 
terlihat rapih. 
Penataan Pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal belum 
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, karena pasar tersebut belum 
sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Pada tanggal 4 juni 1994 
pasar Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dikelola oleh PT. Karsa 
Bayu Bangun Perkasa selama 25 tahun, pengelolaan tersebut sesuai dengan Surat 
Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka 
Pembangunan/Pemugaran Pasar Banjaran dengan Bupati Tegal, dan mulai tanggal 






Faktor penghambat dalam penataan kawasan pasar tradisional Banjaran 
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut: 
1. Saat ini pengelolaan pasar Banjaran masih di bawah PT. Karsa Bayu Bangun 
Perkasa. Jadi selama ini Pemerintah Kabupaten Tegal sulit untuk memperbaiki 
pasar tersebut karena masih menjadi tanggung jawab PT. Karsa Bayu Bangun 
Perkasa.  
2. Pedagang yang kurang tertib dalam hal menempati loos-loos nya, karena 
karakter dari pedagang itu sendiri yang sulit untuk diatur. 
3. Semakin meningkatnya minat pedagang namun tempatnya kurang memadai, 
sehingga para pedagang nekat untuk berjualan di pinggir jalan.  
4. Kurang adanya pengawasan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) dan kurang ketatnya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 
2011 Tentang Ketertiban Umum. 
B. Saran 
1. Untuk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal agar 
secepatnya melakukan penataan kawasan pasar tradisonal Banjaran 
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal setelah adanya serahterima dari PT. 
Karsa Bayu Bangun Perkasa kepada Pemerintah Kabupaten Tegal. 
2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar lebih ketat dalam 
melakukan pengawasan penertiban terhadap para pedagang. 
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